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Skripsi ini adalah hasil penelitian dari judul Analisis Hukum Islam Terhadap 
Akad Jual-beli Rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokerto, yang berupa 
penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan akad jual-beli 
rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokerto dan bagaimana analisis hukum 
Islam terhadap penerapan akad jual beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokerto.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian dihimpun dari 
dokumen yang didapatkan dari klausul-klausul yang berkaitan dengan transaksi jual-
beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokerto (Ahsana Modern City) 
yakni al-Wa’d dan akad bay’ bit taqsith, kemudian dilakukan wawancara mendalam 
dengan pihak internal perusahaan dan user, observasi terhadap permasalahan yang 
peneliti angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan pola pikir analisis deskriptif. 
Hasil kesimpulan penelitian ini bahwa praktik transaksi jual beli yang dilakukan 
Ahsana Property Syariah adalah menggunakan akad Bai’ bit taqsith.  Yang menjadi 
objek jual beli rumah syariah adalah berupa satu unit rumah yang telah terbangun 51% 
atau yang terdiri dari pondasinya, tiang-tiangnya, atapnya. Sebelum melakukan akad 
jual beli pihak pembeli melakukan al-Wa’ad terlebih dahulu. Dilihat dari segala aspek 
dasar hukum Islam baik dari Al-Qur’an, Hadis dan ijma’ penerapan akad jual beli 
rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokerto (Ahsana Modern City) ini 
sudah sesuai dengan dasar hukum Islam, dalam artian praktinya sudah relevan dengan 
hukum Islam. Berdasarkan rukun dan syarat dalam jual beli rumah di Ahsana Property 
Syariah Mojosari Mojokerto (Ahsana Modern City) ini sudah sesuai syara’.  
Dengan adanya kajian terhadap transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Ahsana 
Property Syariah ini maka penulis memberikan sebuah pandangan dan saran bahwa 
transaksi jual-beli rumah syariah ini adalah bertujuan untuk mempermudah masing-
masing pihak, maka dengan akad bai’ bit taqsith dan diawali dengan adanya al-Wa’d 
sangat bermanfaat dan perlu dikembangkan lebih luas. Selama dalam transaksinya 
tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat maka akad jual beli ini sangat 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari kegiatan sosial, 
karenanya manusia akan saling membutuhkan satu sama lain, tanpa kecuali 
seperti kegiatan ekonomi yakni jual-beli, hutang-piutang, gadai dan lain-lainnya. 
Dari kebutuhan manusia yang terjadi di atas rupanya Islam telah mengatur 
segalanya didalam hukum-hukumnya baik dalam ibadah, ‘aqidah, maupun 
muamalah. Contoh dalam hal muamalah Islam telah mengaturnya baik firman-
firman Allah maupun Hadis Nabi Muhammad Saw. bahkan ijma’ ulama pun 
menjadi sandaran hukum dalam melakukan kegiatan muamalah. 
Kegiatan muamalah ini tidak lepas dari kebutuhan setiap individu manusia, 
baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam perkembangannya manusia 
akan selalu bertransaksi dengan manusia-manusia lain, katakanlah dalam hal ini 
transaksi jual-beli. Jual-beli ini biasanya terjadi antara dua belah pihak yang 
saling membutuhkan, baik yang menjual membutuhkan uang ataupun pembeli 
yang membutuhkan barang. Kaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh 
manusia ini dalam Islam sudah diatur secara terperinci, semisal setiap transaksi 
yang dilakukan haruslah terhindar dari maysir, gharar, maupun riba dan 
kebatilan.
 































Adapun kegiatan muamalah di atas dalam ekonomi Islam harus 
menjalankan semua kegiatan demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia, atau 
dengan mengusahakan kegiatan yang secara langsung dapat merealisasikan 
kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan 
adalah dengan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membawa 
kemudharatan terhadap sesama.1 
Maka adanya hukum yang sudah diatur dalam Islam ini tentunya 
memberikan suatu dampak yang positif bagi para subjek ataupun pelaku transaksi 
muamalah ini. Tentunya akan membawa kemanfaatan yang sangat besar, semisal 
dalam setiap transaksi haruslah saling suka sama suka, saling ridho sama ridho, 
adil, saling menjamin, terbebas dari segala unsur-unsur yang dilarang oleh agama 
itulah yang akan menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun 
pernyataan di atas tidak lepas dari kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum 
asal segala sesuatu itu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. 
َْيُكو َنَْْحةبََْااَلص ُلِْفْال ُمَعاَمَلِةْاالِْ هالْ َحَّتى ِلي ُلَْعَلىَّْتى ِرْيِ   دى
Artinya: Asal dari muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang 
mengharamkannya.2 
Dalam kaidah ini dapat diterapkan jika kita ber muamalah atau melakukan 
transaksi ekonomi hukumnya adalah boleh, kecuali ada hal-hal yang bisa 
membatalkan atau merusaknya atau bahkan diharamkan oleh agama. Semisal 
                                                             
1 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, PrinsipDasarEkonomiIslam, PerspektifMaqashidSyari’ah 
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),12-13. 
2 Nash Farid Muhammad al-Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’idu Fiqhiyyah 
(Jakarta: Hamzah, 2009), 17. 
 

































gambling, gharar, ataupun yang mengandung unsur ribawi. Terdapat banyak 
model transaksi jual-beli, yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme 
serah-terima, dan lain-lain. 
Seiring berkembangnya zaman semakin banyak kebutuhan-kebutuhan 
manusia yang harus dilengkapi, salah satunya adalah kebutuhan tempat tinggal 
atau rumah hunian. Mengingat banyaknya konsumen atau kebutuhan manusia 
yang memerlukan adanya rumah sebagai tempat tinggal mereka, tentunya ada 
pihak-pihak yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini contohnya 
adalah developer yang menyediakan rumah bagi orang-orang yang menginginkan 
rumah idamannya. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali developer-developer 
yang menyediakan rumah-rumah, namun secara umum developer di Indonesia 
dibagi menjadi dua katagori, yakni developer konvensional dan developer syariah. 
Adapun developer yang akan penulis jadikan sebuah rujukan pada 
penelitian ini adalah developer yang berbasis syariah. Developer yang berbasisi 
syariah ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang property yang mana 
penggunaan dalam setiap transaksi jual-beli rumah menggunkan akad yang 
merujuk pada aturan-aturan syariah. Yang dimaksud developer yang berbasis 
syariah ini adalah dari perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto. 
Dalam kegiatannya perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto ini 
menjual rumah hunian yang berbasis syariah. Yang dimaksudkan berbasis syariah 
di sini adalah jual-beli tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita.  
 

































Adapun metode yang digunakan dalam akad jual-beli di sini ada dua model 
yakni model jual-beli cash dan jual-beli kredit (Bai’ Bit Taqsith). Dari dua model 
akad jual-beli di atas ada perbedaan harga yang mana jual-beli dengan cash lebih 
murah daripada yang kredit. Dalam praktiknya yang digunakan adalah jual-beli 
kredit, sebelumnya pernah menggunakan akad istishna’ namun karena 
mempertimbangkan berbagai macam hal kemudian diganti dengan akad Bai’ Bit 
Taqsith.3  
Adapun dalam praktiknya, ini harus melakukan al-Wa’d dalam transaksi 
sebelum akad. Baru kemudian setelah ada kesepakatan user memberikan uang 
muka untuk menentukan pembangunan rumah yang akan dibelinya baik 
spesifikasi maupun tempatnya. Ketika User memutuskan membeli, Ahsana 
Property Syariah mempersilakan untuk melakukan penawaran sampai terjadinya 
kesepakatan, yang kemudian kesepakatannya mengikat kedua belah pihak, artinya 
nilai harga dan atau cicilan, tidak boleh lagi berubah baik naik, ataupun turun.  
Setelah itu, user atau pihak kedua memberikan uang user jadi 1.5 juta atau 
10 juta atau 20 juta, sesuai lokasi user yang diinginkan terus Ahsana Property 
Syariah membolehkan user untuk memilih tempat pilihannya. Apabila kurang dari 
yang telah ditetapkan, maka belum boleh memilih lokasi.4Kemudian setelah 
sepakat memilih lokasi, Ahsana Property Syariah melakukan pembangunan 
                                                             
3 Bpk. Harun Musa (Direktur AhsanaProperty Syariah Surabaya), wawancara, pada 17 Maret 2020. 
4 D’ Ahsana Property Syariah, Ahsana Property, https://ahsanaproperty.com/sistem-transaksi/, 
diakses pada 17 maret 2020. 
 

































rumah yang telah disepakati diawal tadi. Ketika rumah 51% jadi kedua belah 
pihak melakukan akad yakni dengan akad Bai’ Bit Taqsith.  
Dari praktik jual-beli di atas bisa penulis gambarkan bahwa Ahsana 
Property Syariah melakukan praktik jual-beli dalam tanda kutip jual-beli biasa 
dengan metode pembayaran kredit, namun yang menjadi objek akad (rumah) 
belum sepenuhnya jadi (barang setengah jadi). Dalam akadnya harga yang di 
akadkan merupakan harga rumah yang sudah jadi. Dengan demikian kesesuaian 
akad yang digunakan oleh Ahsana Property Syariah apakah sudah tepat atau 
belum, mengingat rumah yang dijual merupakan rumah setengah jadi namun 
dijual dengan harga rumah jadi.  
Kemudian Ahsana Property Syariah harus membangun rumah sampai jadi 
dengan batas waktu yang telah disepakati di al-Wa’d. Padahal kita tahu jika 
barang yang dijual itu belum ada pada si penjual maka barang tersebut tidak boleh 
dijual, karena barang tersebut belum sepenuhnya dikuasai si penjual. Adapun yang 
berkaitan dengan wa’d juga kita perlu tahu apakah dalam wa’d itu memiliki hak 
khiyar atau tidak, karena jika tidak ada hak khiyar dalam wa’d itu tidak dibenarkan 
atau tidak dibolehkan, karena perjanjian yang sifatnya mengikat dalam 
perdagangan komersial menyerupai jual-beli konvensional yang memberikan 
syarat pihak penjual adalah pemilik komoditi sehingga tidak melanggar larangan 
Rasulullah Saw. yang melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya.5 
                                                             
5 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 
Madzhab (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2009), 76-77. 
 

































Namun dengan demikian kita perlu menggali lebih dalam apa yang Ahsana 
Property Syariah jadikan sebagai dasar hukum Islam kegiatan transaksi jual-beli 
yang berbasis syariah ini. Dengan latar belakang di atas penulis sangat tertarik 
untuk mengkaji dan mendalami lebih lanjut terkait transaksi jual-beli yang 
diterapkan oleh Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto ini apakah sesuai 
dengan hukum Islam yang telah disyariatkan atau masih perlu adanya koreksi 
perbaikan dalam akad. Maka dengan ini penulis memberikan judul skripsi yakni 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual-beli rumah di Ahsana Property 
Syariah Mojosari Mojokereto”. 
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
       Hasil pemaparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa 
masalah, yakni: 
a. Jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto, 
b. Adanya wa’d dalam transaksi sebelum akad di Ahsana Property Syariah 
Mojosari Mojokereto, 
c. Penggunaan akad Bai’ Bit Taqsith dalam jual-beli rumah di Ahsana 
Property Syariah Mojosari Mojokereto, 
d. Adanya akad setelah rumah terbangun 51% namun membayar DP diawal 
setelah adanya wa’d, 
e. Penerapan akad jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto, 
 

































f. Hukum Islam terhadap penerapan akad jual-beli rumah di Ahsana Property 
Syariah Mojosari Mojokereto. 
2. Batasan Masalah 
a. Penerapan akad jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto. 
b. Hukum Islam terhadap penerapan akad jual-beli rumah di Ahsana Property 
Syariah Mojosari Mojokereto. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan akad jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah 
Mojosari Mojokereto? 
2. Bagaimana relefansi hukum Islam terhadap penerapan akad jual-beli rumah 
di Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto? 
D. Kajian Pustaka 
       Kajian pustaka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah 
dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi 
pengulangan materi penelitian. Guna untuk mencari orisinalitas penelitian yang 
dilakukan penulis, maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu 
tentang tema Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual-beli rumah di Ahsana 
Property Syariah Mojosari Mojokereto. Ada beberapa penelitian terdahulu yang 
pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis, antara lain: 
 

































1. Novita Andriyani. 15220086, 2019. Perjanjian jual-beli property syariah 
ditinjau dari hukum Islam (studi: Ahsana Properti Syariah Cabang Malang).  
       Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik 
perjanjian jual-beli yang terjadi di Ahsana Properti Syariah Cabang Malang 
dan menganalisa akad yang digunakan dalam penelitian dalam transaksi 
perjanjian jual-beli properti syariah di Ahsana Properti Syariah Cabang Malang 
yaitu akad Bai’ istishna’ dan akad hutang piutang dari perspektif hukum Islam. 
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual. 
Teknis analisis yang digunakan adalah dengan pemerikasaan data, klasifikasi, 
verifikasi, analisa dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah:  
a. Praktik perjanjian jual-beli properti syariah yang dilakukan di Ahsana 
Properti Syariah Cabang Malang diawali adanya kesepakatan, setelah itu 
pembeli memberikan booking fee dan melunasi uang muka yang telah 
ditentukan. Apabila uang muka lunas maka pihak Ahsana Properti 
Syariah Cabang Malang akan membuat akad Bai’ istishna dan akad 
hutang piutang. 
b. Akad istishna’ yang diterapkan dalam perjanjian jual-beli properti 
syariah di Ahsana Properti Syariah Cabang Malang sudah sesuai dengan 
asas kebebasan dan asas keadilan. Oleh karena itu hukumnya adalah sah 
karena memenuhi semua rukun dan syarat dan hukum Islam. 
 

































c. Akad jual hutang piutang dalam perjanjian jual-beli properti syariah di 
Ahsana Properti Syariah Cabang Malang terdapat unsur ghalath. Yang 
sebenarnya adalah akad jual-beli kredit bukan hutang piutang. Ini 
menyebabkan akadnya menjadi fasid dan dapat dibatalkan.6 
       Yang menjadi persamaannya adalah pembahasan penelitian pada 
transaksi perjanjian jual-beli properti syariah di Ahsana Properti Syariah. 
Yang menjadi perbedaan adalah dalam akad objek penelitiannya, yakni jika 
penelitian di atas menggunakan akad istishna’ dan Qardh maka yang yang 
penulis akan teliti terkait dengan wa’d dan akad Bai’ Bit Taqsith. Adapun 
jenis penelitiannya pun juga berbeda. Jika penulis menggunakan jenis 
penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
2. Siti Hajar (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Akad Bai’ al-Istishna’ 
dan Akad Qardh Dalam Kepemilikan Rumah Pada Developer Ahsana 
Property Syariah Mojokereto. 
       Memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai implementasi 
akad Bai’ al-istishna’ yang digunakan Ahsana Property Syariah Mojokereto 
serta keunggulan akad istishna’ dalam transaksinya. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Data penelitian dihimpun dari dokumen 
yang berupa data wawancara mendalam dengan pihak internal perusahaan 
dan konsumen, observasi serta literatur pendukung yang relevan terhadap 
                                                             
6 Novita Andriyani “Perjanjian jual-beli property syariah ditinjau dari hukum Islam (studi: 
AhsanaProperti Syariah Cabang Malang)”. (Skripsi- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). 
 

































permasalahan yang peneliti angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan 
metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ahsana 
Property Syariah Mojosari Mojokereto menggunakan akad istishna’. 
Sistem pembayarannya ada dua skema yaitu: 
a. Secara cash artinya setelah pembayaran down payment atau angsuran 
pertama, pembeli diberikan waktu tiga sampai enam bulan untuk 
pelunasan rumah yang telah dipesannya. 
b. Secara kredit atau mengangsur skema akad ini menyebabkan akad 
tersebut menimbulkan utang atau qardh.7 
       Yang menjadi persamaannya adalah pembahasan penelitian pada 
transaksi perjanjian jual-beli properti syariah di Ahsana Properti Syariah 
Mojokerto, Yang menjadi perbedaan adalah dalam akad objek penelitiannya, 
yakni jika penelitian di atas menggunakan akad istishna’ dan Qardh maka 
yang yang penulis akan teliti terkait dengan wa’d dan akad Bai’ Bit Taqsith. 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan akad jual-beli rumah di Ahsana Property 
Syariah Mojosari Mojokereto. 
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap akad jual-beli rumah di Ahsana 
Property Syariah Mojosari Mojokereto. 
                                                             
7 Siti Hajar “Analisis Penerapan Akad Ba’i Al-Istishna’ dan Akad Qardh Dalam Kepemilikan Rumah 
Pada Developer AhsanaProperty Syariah Mojokereto”. (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 
 

































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
       Pada penelitian ini akan menghasilkan kegunaan, baik untuk berbagai 
kalangan masyarakat maupun akademisi. Hasil dari kegunaan tersebut bisa dibagi 
menjadi 2 (dua) jenis, yakni ditinjau dari segi teoritis dan praktis.8 
1. Teoritis 
       Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah 
pengetahuan bagi para pembaca. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan di Hukum Ekonomi 
Syariah. Selain itu, bagi para pembaca di kalangan Mahasiswa juga 
diharapkan bisa menjadi penunjang dalam dunia akademis perkuliahan. 
2. Praktis 
       Secara Praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 
pertimbangan bagi para akademisi untuk melakukan kajian lebih mendalam 
terkait dengan akad jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto, dan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat pada 
umumnya terkait adanya jual-beli rumah syariah, dan ikut turut serta dalam 
memperkenalkan ataupun mensosialisasikan perusahaan Ahsana Property 
Syariah Mojosari Mojokereto dan Ahsana Property Syariah di kota-kota 
lainnya terkait dengan adanya jual-beli rumah berbasis syariah. 
                                                             
8 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004), 56. 
 

































G. Definisi Operasional 
       Untuk gambaran memahami isi suatu pembahasan, maka sangatlah penting 
mencantumkan pendefinisian secara operasional. Maka untuk memperjelas arah 
pembahasan, penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang 
ada dalam judul dia atas: 
1. Analsisis Hukum Islam adalah aturan-atau atau Hukum yang berdasarkan Al-
Qur’an, Hadis, Ijma’ tentang akad jual-beli. 
2. Akad jual-beli rumah adalah suatu transaksi tukar menukar hunian rumah 
dengan sebuah nilai uang yang telah ditentukan dalam akad. Jual-beli dalam 
syariat Islam merupakan suatu pertukaran harta semua yang bisa dimiliki dan 
dimanfaatkan dengan harta lain berdasarkan prinsip saling suka sama suka.  
3. Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto atau juga bisa disebut dengan 
Ahsana Modern City yakni perusahaan developer property syariah yang 
bergerak di Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. 9 
H. Metode Penelitian 
       Metode penelitian ini adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk 
memudahkan dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan agar dapat 
menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas.  Metode penelitian pada 
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
                                                             
9 D’ Ahsana Property Syariah, Ahsana Property, https://ahsanaproperty.com/about-us/, diakses pada 
17 Maret 2020 
 

































kegunaan tertentu.10 Adapun metode penelitian ini sangat erat kaitannya dengan 
prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. 
       Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu 
dengan jenis penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah 
penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang 
menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau 
pelaku yang diamati. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan 
       Data yang dikumpulkan yakni data mengenai penerapan akad jual-beli 
rumah syariah Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto yang meliputi: 
a. Prosedur akad jual-beli rumah syariah Ahsana Property Syariah 
Mojosari Mojokerto. 
b. Klausul akad jual-beli rumah syariah Ahsana Property Syariah 
Mojosari Mojokerto. 
2. Sumber data 
Sumber data adalah data yang diambil dari sumber pertama di 
lapangan yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.11 Pelaku dalam 
pembiayaan ini adalah: 
 
 
                                                             
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2012), 2. 
11 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 103. 
 

































a. Sumber primer 
Sumber primer adalah sumber dimana data yang dikumpulkan 
oleh peneliti yang diperoleh langsung dari sumber data atau 
lapangan.12Diantaranya: 
1) Direktur perusahaan Ahsana Property Syariah. 
2) Manager perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto. 
3) Marketing perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto.  
4) User dalam jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto. 
b. Sumber sekunder 
       Sumber sekunder adalah sumber yang dapat membantu untuk 
melengkapi dan memperkuat penjelasan penulis, yakni berupa klausul 
yang berkaitan dengan akad jual-beli rumah di Ahsana Property 
Syariah Mojosari Mojokereto.13 
3. Teknik pengumpulan data 
Untuk mendapatkan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian, 
penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
 
                                                             






































       Observasi yaitu melakukan pengamatan di lapangan untuk 
mengetahui suatu informasi suatu objek yang akan diteliti. Observasi 
dalam konteks penelitian ini difokuskan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data dan mendapatkan sumber informasi dari data 
primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti.14 Dalam hal ini 
penulis menelusuri ke kantor Ahsana Property Syariah Surabaya dan 
Mojokerto. Dan difokuskan penelitian di kantor Mojosari, Mojokerto 
yang kemudian penulis mendapatkan data-data terkait dengan proses 
transaksi jual-beli rumah berupa klausul al-Wa’d dan klausul akad 
bay’ bit taqsith, selain itu juga mendapati para pekerja dan mandor 
yang sedang membangun rumah di tempat pembangunan proyek 
Mojosari, Mojokerto. 
b. Interview (wawancara) 
Wawancara ini untuk menelusuri lebih lanjut dengan data yang 
diperoleh dari observasi.15 Wawancara ini dilaksanakan untuk 
menghasilkan informasi secara langsung dengan menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan kepada: 
1) User dalam akad jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah 
Mojosari Mojokereto. 
                                                             
14 Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 
Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan (Bandung: PT Refika Aditama, 
2017),134. 
15 Ibid, 136. 
 

































2) Direktur perusahaan Ahsana Property Syariah. 
3) Manager perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto. 
4) Marketing perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto. 
c. Dokumentasi 
       Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen dokumen yang 
ada atau catatan-catatan yang tersimpan, buku, dokumen resmi dan 
lainnya.16 Dalam hal ini yang digunakan adalah dokumen resmi dari 
perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto, visi, misi, 
struktur organisasi, form akad jual-beli rumah syariah di perusahaan 
Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto. 
4. Teknik analisis data 
Setelah  penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian 
menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif. Deskriptif analisis 
yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang 
sesuai dengan kenyataannya. Data tentang akad jual-beli rumah syariah di 
perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto untuk mengambil 
kesimpulan. Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu menyimpulkan data 
yang didapatkan dilapangan kemudian menganalisis data dengan bertitik 
tolak dari teori akad jual-beli rumah sesuai dengan hukum islam di 
                                                             
16 Ibid, 105. 
 

































perusahaan Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto untuk mengambil 
kesimpulan. 
I. Sistematika Penelitian 
       Bab yang pertama adalah pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang 
pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi 
penulisan skripsi ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul 
dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
       Bab yang kedua tentang akad jual-beli dalam hukum Islam, meliputi 
pengertian jual-beli, dasar hukum, macam-macam jual-beli, syarat dan rukun, 
berakhirnya akad jual-beli. 
       Bab yang ketiga berisi tentang gambaran umum profil Ahsana Property 
Syariah, baik dari visi misi, struktur organisasi, penerapan akad jual-beli rumah 
dan prosedur akad jual-beli rumah di  Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto. 
       Bab yang keempat adalah analisis hasil penelitian mengenai penerapan akad 
jual-beli yang digunakan oleh Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto, 
manfaat dan kelebihan akad jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokereto. 
       Bab yang kelima yakni penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian, 
dan saran bagi Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokereto yang diharapkan 
 

































menjadi sebuah bahan evaluasi terhadap akad yang diterapkan. Selain itu juga 
dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.
 


































JUAL-BELI DALAM HUKUM ISLAM  
A. Pengertian Jual-beli 
       Pengertian Jual-beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bai’u, 
al-tijarah, atau al-mubadalah. Sedang menurut istilah jual-beli adalah menukar 
barang dengan barang atau menukar barang dengan uang. Dengan jalan 
melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela 
atau suka sama suka.1 Adapun para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi 
bai’ secara terminologis, dan yang dipilih untuk mendefinisikannya adalah tukar 
menukar harta dengan harta atau barter, atau manfaat yang mubah meskipun 
dalam tanggungan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
1. Tukar menukar harta dengan harta. Mencakup semua bantuk benda yang 
boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat, seperti emas, perak, jagung, 
gandum dan lain sebagainya. 
2. Manfaat jasa yang mubah. Maksudnya adalah tukar menukar harta dengan 
manfaat yang diperbolehkan. 
3. Meskipun dalam tanggungan. Di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya 
perbedaan, tetapi menunjukan arti bahwa harta yang ditransaksikan 
adakalanya sudah ada dan ada kalanya dalam tanggungan saat transaksi jual-
beli.2 
                                                             
1 Ahmad Sarwat, fiqih Jual-beli (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5. 
2 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 
Madzhab (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2009), 2. 
 

































B. Dasar Hukum Jual-beli 
       Jual-beli termasuk transaksi yang dibenarkan oleh syariat.  Mayoritas ulama, 
dari kalangan para sahabat, tabi’in, dan para imam madzhab, juga membolehkan 
jual-beli. Dalil dalil yang membolehkannya akad adalah sebagai berikut: 
1. Ayat-ayat Al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 275, 282 dan an-Nisa ayat 
29: 
ۡيَعَْوَحرىَمْٱلرِ بَْ ُْٱۡلبـَ  َوَأَحلىْٱَّللى
 
Artinya: Dan padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan 
mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah ayat 275).3 
 
       Ayat diatas merupakan dalil yang sangat tegas dalam ketentuan Allah 
terhadap menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. 
 





 يًماَْْواَلْتـَق تـُُلواْأَنُفَسُكم 
 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa ayat 29).4 
 
Ayat diatas ini mengajak kepada umat islam yang beriman untuk 
saling memakan harta dengan cara yang benar, yakni Allah perintahkan 
untuk melaksanakan jual beli yang berlaku atas dasar suka sama suka. 
                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid kode Angka, (tangerang: Kalim). 49. 
4 Ibid, 84. 
 

































َتَدايَنُتمِْبَدي ٍنِْإَلْى ِإَذْا الىِذيَنْآَمُنوْا ُتبََْيَأيُـَّهْا َْول َيك 
تـُُبوُُۚهْۚ ْبْـىَْأََجٍلْمَُّسم ىََْفاك 
لِْۚ َْكاِتٌبِْبل َعد  َنُكم  يـ 
َْفَـْ َْكَماَْعلىَمُهْاَّللىُْۚ ُتَب َْكاِتٌبَْأنَْيك  ِلِلْالىِذيَْعَلي ِهْاَحْل ََْواَلَْيَ َب َْول ُيم  ُتب  َْول يَـْل َيك  تىِقْاَّللىَْرَبىهُْقُّ
ْ ًئاْۚ ِْمن ُهَْشيـ   َواَلْيـَب َخس 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber-mu’a>malah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (Q.S. al-
Baqarah ayat 275).5        
       Ayat diatas ini adalah menggambarkan suatu kegiatan muamalah yang 
mana ketika jika dalam suatu kegiatan muamalah tidak dilakukan dengan 
secara tunai maka hendaknya dilakukan pencatatan dengan jujur.        
       Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah suatu 
yang di bolehkan oleh syariat. Ayat di atas sangat menyinggung sekali seperti 
halnya jual-beli yang didasarkan pada saling suka sama suka dan jual-beli ini 
didasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.6Jual-beli yang 
mewujudkan saling suka sama suka antara penjual dan pembeli merupakan 
sesuatu yang sangat dianjurkan karena disitu terdapat kerelaan antara kedua 
belah pihak. Karena manusia yang memiliki hajat menjadi suatu kebolehan 
untuk melakukan jual-beli. Pencatatan dalam setiap transaksi yang dalam 
pembayarannya tidak secara tunai. 
                                                             
5 Ibid, 48.  
6 Wahbah Az-Zuahaili, Fiqih  Islami Wa Adilllatuhu  (Darul Fikir. Gema Insani, 2011, Jilid V), 358. 
 

































2. Adapun hadis yang dirawayatkan oleh Ibnu Majah ini menjadi dasar hukum 
dalam jual-beli: 
َْحدْى ِقيُّ ثـََناْال َعبىاُسْب ُنْال َوِليِدْالدِ َمش  ُدْال َعزِيِزْب ُنُْمَُمىٍدْثـََناَْمر َواُنْب ُنُْمَُمىٍدَْحدىثـََناَْعبْ َحدى
َْداُوَدْب ِنَْصاِلٍحْ َْأبِيِهْقَاَلَْعن  ِريىْيـَُقولُْسَِْال َمِديِنِ َْعن  ُد  ْْع ُُتَْأَبََْسِعيٍدْاُخْل  َقاَلَْرَُسوُلْاَّللِى
َُْعَلي ِهَْوََسلىمَْ ْتَـْ َصلىىْاَّللى َاْال بـَي ُعَْعن   َراضٍِْإَّنى
 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-
Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin 
Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin 
Muhammad dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari bapaknya berkata: aku 
mendengar Abu Sa’id ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: 
“Sesungguhnya jual-beli itu berlaku dengan saling ridha.”7 
 
       Adapun keterkaitannya hadis ini dengan jual-beli adalah sesuai dengan 
penjelasan dari uraian di atas yang menyebutkan bahwa transaksi jual-beli 
yang dilaksanakan harus saling ridha antara kedua belah pihak. Seperti halnya 
dalam penentuan harga jual, mekanisme pembayaran, keuntungan yang 
diinginkan, dan lainnya harus dengan persetujuan dan kerelaan antara kedua 
belah pihak.8 
       Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tarmidzi, dan 
Nasa’I terkait larangan jual-beli: 
َأُلِنَْعِنْال بـَي ِعْلَْعنْحكيمْبنْحزامْقال:ْقـُل ُُتََْيَْرَُسوَلْهللِاَْيَ تِي ِنْال ي َسِْعن ِديْرىَُجُلَْفَـَيس 
ْأَبـ َتاعُْ ُْثُى ِْمن ُه ُعُه َْأبِيـ  ِمَنْالسُّوِقَْفـََقالََْما ِْعن َدكَْهُْ َْلي َس َْما ْتَِبع  ْاَل وْداودْأمحدْوأب رواُۚه (:
 )والرتمذيْوالنسائي
                                                             
7 Suqiyah musaf’ah, Hadis Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: CV.Cahaya intan XII, 2014), 64. 
8 IsmailNawawi, FikihMuamalahKlasik DanKontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 92. 
 

































Artinya: Dari Hakim bin Hizam RA, dia berkata: “Aku berkata, Wahai 
Rasulullah, seorang laki-laki mendatangi saya dan bertanya kepadaku 
mengenai menjual apa-apa yang tak ada di sisiku, yaitu apa-apa yang aku 
jual kepadanya kemudian baru aku membelinya dari pasar. Maka 
bersabdalah Rasulullah Saw, janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak 
ada di sisimu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i).9 
 
       Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya as-Syakhshiyyah al-
Islamiyyah larangan dalam hadis ini bersifat umum, mencakup:10 
a. Larangan menjual apa-apa yang bukan milikmu (ma> laisa fi milkika). 
b. Larangan menjual apa-apa yang tak ada dalam kuasamu untuk 
menyerahkannya (ma> laisa fi qudratika tasli>mahu). 
c. Larangan menjual apa-apa yang kepemilikanmu belum sempurna 
padanya (ma> lam yatimma milkuka lahu). 
3. Ijma’  
       Kebolehan melakukan bai’ juga telah disepakati oleh kaum muslimin, hal 
ini disebabkan bahwa setiap manusia tentu memiliki ketergantungan kepada 
barang yang mungkin dimiliki oleh manusia yang lain. Padahal orang lain 
tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada konpensasi. 
Dengan disyariatkannya jual-beli maka setiap orang dapat mendapatkan 
tujuannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, begitulah apa yang 
disampaikan oleh Ibnu Qudamah.11 
                                                             
9 Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim (Solo: Insan Kamil, 2008) 593. 
10 Imam Taqiyuddin an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, 289. 
11 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 
Madzhab (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2009), 5. 
 

































4. Kaidah Fiqih, dalam setiap muamalah adalah dibolehkan seperti halnya 
kaidah fiqih dibawah ini: 
َْيُكو نَْ هلْ ْاَااَلص ُلِْفْال ُمَعاَمَلِةْااِلََيَحِةَْحَّتى ِلي ُلَْعَلىَّْتى ِرْيِ   دى
Artinya: Asal dari muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang 
mengharamkannya.12 
       Dalam kaidah ini dapat diterapkan jika kita ber-muamalah atau 
melakukan transaksi ekonomi hukumnya adalah boleh, kecuali ada hal-hal 
yang bisa membatalkan atau merusaknya atau bahkan diharamkan oleh 
agama. Semisal gambling, gharar, ataupun yang mengandung unsur ribawi. 
C. Rukun dan Syarat Jual-beli 
       Demi terwujudnya akad jual-beli yang memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat, oleh karena itu harus dipenuhi setiap unsur rukun dan syarat dalam jual-
beli.  Sah atau tidaknya akad jual-beli akan terletak pada terpenuhinya rukun dan 
syarat didalamnya. 
1. Rukun Jual-beli 
       Secara umum rukun jual-beli ada tiga macam dan secara detailnya rukun 
jual-beli itu ada enam, yakni: ‘a>qidain (penjual dan pembeli), ma’qu>d ‘alaih 
(mabi>’ dan tsaman), shi>ghah (ija>b qabu>l).13 
a. ‘A>qidain  
                                                             
12 Suqiyah Musafa’ah, Hadis Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 107. 
13 Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo perss, 2015), 4-10. 
 

































Yaitu kedua belah pihak atau subyek dalam transaksi jual-beli yang 
meliputi penjual disebut dengan ba>’i dan pembeli disebut dengan 
musytari>.  
b. Ma’qu>d ‘alaih 
yaitu komoditi yang ada dalam transaksi jual-beli yang meliputi barang 
dagangan yang bisa disebut dengan mutsman dan alat pembayaran yang 
bisa disebut dengan tsaman 
c. Shi>ghah 
shi>ghah itu suatu bahasa interaktif dalam jual-beli yang meliputi 
penawaran bisa disebut dengan ija>b dan persetujuan yang bisa disebut 
dengan qabu>l. Dalam akad jual-beli yang namanya shi>ghah ini sangat 
dibutuhkan karena dalam shi>ghah berorientasi pada kerelaan masing-
masing pihak. 
       Transaksi jual-beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu 
rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
jual-beli.  Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat 
dalam transaksi jual-beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang 
dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ija>b qa>bul atau serah terima.14 
2. Syarat Jual-beli 
       Syarat sahnya jual-beli meliputi sebagai berikut:15 
                                                             
14 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press,2010), 70.  
15 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra 
Media, 2006), 34. 
 

































a. ‘A>qidain (pihak-pihak yang melakukan jual-beli) harus memenuhi syarat 
berikut ini : 
1) Ba>ligh dan berakal 
       Baligh  yaitu orang yang memliki pemikiran yang telah mampu 
mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan 
yang dimaksud dengan orang yang berakal di sini adalah orang yang 
dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. 16   
       Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad 
jual-beli harus ba>ligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum 
ba>ligh, maka jual-belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari 
walinya.17Jual-beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan 
orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, 
menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa 
keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.18  
2) Dengan kehendaknya sendiri 
       Bahwa dalam setiap melaksanakan perbuatan transaksi jual-beli 
tidak dipaksa. Dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip jual-beli yaitu 
saling suka sama suka atau saling ridha antara penjual dan pembeli, 
                                                             
16 Shobirin,  Jual-beli dalam Pandangan Islam, BISNIS, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, 
No. 2 (Desember, 2015), 248. 
17  Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 188. 
18 NasrunHaroen, Fiqihmuamalah (Jakarta: GayaMediaPratama, 2000), 115. 
 

































bila perinsip-prinsip ini tidak terpenuhi maka jual-beli itu bisa 
dikatakan tidak sah. 
3) Bukan orang yang boros 
       Kedua belah pihak mubazdir, adapun yang dimaksud dengan 
keduanya tidak mubazdir yakni kedua belah pihak yang mengikatkan 
diri dalam perjanjian transaksi jual-beli tersebut bukan orang yang 
boros.19 
b.  Ma’qud ‘alaih (Objek jual-beli) 
       Benda yang dijadikan sebagai objek jual-beli haruslah memenuhi 
syarat- syarat sebagai berikut: 
1) Bersih barangnya 
       Yakni setiap barang yang diperjual-belikan harus benda yang 
dikualifikasikan kedalam benda suci bukan barang yang 
dikualfikasikan sebagai barang najis atau termasuk barang yang 
digolongkan diharamkan seperti halnya babi. 
2) Dapat dimanfaatkan 
       Yakni setiap barang yang diperjual-belikan harus memiliki 
manfaat atau kegunaan sehingga tidak boleh memperjual-belikan 
barang-barang yang tidak bermanfaat, serta pemanfaatan barang 
tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama islam. 
3) Milik orang yang melakukan akad 
                                                             
19 Ibid. 
 

































       Orang yang melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang 
adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari 
pemilik sah barang tersebut.  
4) Mampu menyerahkannya 
       Keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual-beli 
barang tidak dapat diserah terimakan, karena apabila barang tersebut 
tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan 
atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.  
5) Mengetahui 
       Barang yang diperjual-belikan dapat diketahui oleh para pihak 
penjual dan pembeli dengan jelas, baik sifatnya, harganya, dan zatnya, 
serta bentuknya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua 
belah pihak.20 
6) Barang yang diakadkan ada di tangan 
       Haruslah suatu perjanjian jual-beli atas sesuatu barang yang 
belum di tangan  atau sesuatu yang tidak berada dalam penguasaan 
penjual adalah dilarang atau tidak boleh, karena bisa jadi barang 
dalam keadaan sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana 
yang telah diperjanjikan.21 
 
                                                             
20 Hadi Mulyo, Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam , (Semarang: CV. Adhi Grafika, 
1992), 378. 
21 Chairuman Pasabiru dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1994), 37-40. 
 

































c. Sighah (ija>b dan qa>bul) 
       Ada tiga syarat terkait dengan shigah diantaranya adalah:22 
1) Ija>b dan qa>bul harus memiliki kejelasan maksudnya yang kemudian 
dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.  
2) Antara ija>b dan qa>bul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-
kata lain antara ija>b dan qa>bul. 
3) Antara ija>b dan qa>bul harus selesai dan berada di tempat yang sama 
jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui 
oleh keduanya. Selesainya akad dapat dilihat dengan adanya sikap 
saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, 
seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh 
keduanya. 
D. Macam-Macam Jual-beli 
       Dalam bukunya mardani menyebutkan ada beberapa bentuk yang ditinjau dari 
beberapa hal, diantaranya adalah:23 
1. Ditinjau dari sisi objek akad 
a. Tukar menukar uang dengan uang. 
b. Tukar menukar barang dengan barang. 
c. Tukar menukar uang dengan uang. 
2. Ditinjau dari waktu serah terima 
a. Serah terima secara tunai. 
                                                             
22 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 51-52. 
23 Mardani, FiqhEkonomiSyariah: FiqhMuamalah (Jakarta: Prenamedia Grup,2012), 108 
 

































b. Bayar saat akad penyerahan barang diwaktu yang telah disepakati setelah 
akad (salam). 
c. Barang diterima dimuka bayar menyusul (Bai’ ajal). 
d. Barang dan uang tidak tunai (Bay’ bit taqsith). secara bahasa bermakna 
membagi sesuatu menjadi bagian-bagian tertentu dan terpisah. Adapun 
secara istilah, jual beli ini adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang 
ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada 
waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhannya yang lebih 
banyak dari harga kontan. Atau dengan kata lain bay’ bit taqsith ialah 
menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, 
pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai. 
Secara umum bay’ bit taqsith lebih dikenal dengan sebutan pembelian 
secara kredit.24 
3. Ditinjau dari penetepan harga 
       Menurut jumhur ulama jual-beli seperti ini dapat dibedakan menjadi dua 
macam yaitu Bay’ul  musawamah dan Bay’ul  amanah. Adapun yang dimaksud 
dengan  Bay’ul  musawamah adalah jual-beli barang dengan harga tertentu, 
tanpa melihat harga pembelian sebelumnya. Adapun Bay’ul  amanah adalah 
jual-beli yang mana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga beli dengan 
                                                             
24 Wakidyusuf,  Fiqih Muamalah 33 : Ba’i,  dalam Wakidyusuf.wordpress.com, diakses pada 30 
Maret 2020. 
 

































jujur, sehingga pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk 
menyebutkan harga jual secara benar.25 
       Bay’ul amanah ini ada tiga macam yaitu mura>bah}ah, tawliyah, dan 
wadhi’ah. 
a. Mura>bah}ah yaitu adalah menjual barang sesuai dengan harga beli, dengan 
menambahhkan keuntungan tertentu. Contohnya adalah seperti saya 
membeli hand phone seharga dua juta kemudian saya jual ke anda seharga 
dua juta lima ratus.  
b. Tawliyah yaitu menjual barang tanpa mengambil keuntungan.26 
c. Wadhi’ah yaitu menjual barang dagangan sesuai dengan harga yang dibeli, 
dengan menjual harga lebih murah dari harga beli. Contohnya adalah 
seperti saya membeli hand phone ini seharga dua juta, namun saya jual 
dengan harga satu juta lima ratus ribu. Bisa jadi barang yang dijual itu 
barang yang sudah terpakai oleh si penjual sehingga menjualnya lebih 
murah ataupun bisa jadi karena diskon.27 
       Adapun macam-macam jual-beli menurut pendapat 4 madzhab adalah 
sebagai berikut: 
1. Menurut Hanafiyah 
                                                             
25Ammi Nur Baits, Konsultasi Syariah Jual-beli Mura>bah}ah (Yufid.TV, 5 April 2016) 





































Akad jual-beli jumlahnya sangat banyak, namun bisa kita bagi dengan 
meninjaunya dari beberapa aspek. 
a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual-beli terbagi menjadi dua bagian: 
1) Jual-beli yang shahih (jual-beli yang disyariatkan dengan memenuhi 
asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual-beli shahih 
adalah jula-beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya 
maupun syaratnya).28 
2) Jual-beli ghairu shahih (jual-beli yang tidak dibenarkan sama sekali 
oleh syara’, dan dinamakan jual-beli batil, atau jual-beli uang 
disyariatkan dengan terpenuhi rukun, tidak sifatnya, dan ini dinamakan 
jual-beli fasid).29 
b. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), 
jual-beli ini terbagi manjadi empat bagian: 
1) Jual-beli muqayyadah (jual-beli barang dengan barang). 
2) Jual-beli sharf (tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan 
perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lainnya. 
Untuk jaman sekarang ini biasa dikenal dengan jual-beli mata uang). 
3) Jual-beli salam yaitu jual beli dengan cara pemesanan yang dibayar 
secara tunai. 
4) Jual-beli mutlaq 
                                                             





































c. Jual-beli ditinjau dari harga atau ukurannya, maka dibagi menjadi empat 
pula: 
1) Jual-beli mura>bahah (menjual barang dengan harganya yang 
ditambahkan dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu).30 
2) Jual-beli tauliyah (jual-beli barang dengan harga yang sama seperti 
harga beli, tanpa ada tambahan keuntungan).31 
3) Jual-beli wadi>’ah (jual-beli dengan mengurangi harga pembelian atau 
bisa disebut juga dengan menjual barang dengan harga dibawah harga 
beli). 
4) Jual-beli musa>wamah (jual-beli yang biasanya berlaku dimana para 
pihak yang melakukan akad jual-beli saling menawar sehingga mereka 
berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka 
lakukan).32 
2. Menurut Malikiyah 
Jual-beli menurut Malikiyah dapat dibagi menjadi jual-beli manfaat dan jual-
beli benda, yakni:33 
a. Jual-beli manfaat 
1) Jual-beli manfaat benda keras (jamad). Ini disebut sewa rumah dan 
tanah. 
                                                             
30 Ibid, 16. 
31 Ibid, 17. 
32 Ibid. 
33 Ibid, 18-21. 
 

































2) Jual-beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Ini disebut sewa-
menyewa binatang dan kendaraan. 
3) Jual-beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah 
dan khulu’. 
4) Jual-beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa tenaga 
kerja. 
5) Jual-beli manfaat barang-barang. Disebut ija>rah} atau sewa menyewa. 
b. Jual-beli benda 
1) Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai (jual-beli tunai, 
jual-beli hutang dengan hutang, jual-beli tempo, jual-beli salam). 
2) Ditinjau dari segi pembayaarannya (jual-beli benda dengan benda, 
jual-beli emas dengan emas, jual-beli emas dengan benda). 
3) Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek (jual-beli barang yang 
terlihat dan jual-beli barang yang tidak terlihat). 
4) Ditinjau dari segi putus tidaknya akad (jual-beli yang putus/langsung 
jadi tanpa ada khiya>r, dan jual-beli dengan khiya>r). 
5) Ditinjau dari segi ada tidaknya akad (mura>bahah}, musa>wamah, 
muza>yadah, isti’man atau bisa disebut dengan jual-beli dalam rangka 
tujuan untuk mencari aman atau perlindungan dari orang yang dzalim). 
6) Ditinjau dari segi sifatnya (jual-beli shahih dan jual-beli fasid).34 
3. Menurut Hanabilah 
                                                             
34 Ibid. 
 

































Menurut hanabilah jual-beli dapat dibagi menjadi dua bagian: 
a. Shohih la>zim 
1) Jual-beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad. 
2) Jual-beli dengan syarat ditangguhkannya semua harga, atau 
sebagiannya untuk waktu tertentu, dengan sayarat gadai. 
3) Jual-beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada 
pembeli bahwa ia memanfaatkan barang yang dijual untuk tertentu dan 
jenis manfaat tertentu. 
b. Jual-beli fasid, yaitu jual-beli yang membatalkan akad dan pokoknya. 
Seperti jual-beli dengan syarat imbalan jual-beli yang lain.35       
4. Menurut Syafi’iyah 
Menurut syafi’iyah akad jual-beli dapat dibagi menjadi dua bagian: 
a. Jual-beli shahih 
1) Jual-beli benda yang kelihatan. 
2) Jual-beli yang disifati dalam perjanjian (salam). 
3) Jual-beli sharf. 
4) Jual-beli mura>bahah. 
5) Jual-beli isyrak. 
6) Jual-beli muha>thah. 
7) Jaul beli tauliyah. 
8) Jual-beli dengan syarat Jual-beli binatang dengan binatang. 
                                                             
35 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 201-2014. 
 


































10) Jual-beli dengan syarat bebas dari cacat. 
11) Jual-beli fasid (jual-beli yang dilarang oleh syara’). 
E. Al-Wa’d 
       Al-Wa’d ini adalah suatu janji yang mewajibkan diri kepada orang lain dengan 
sesuatu yang sebelumnya tidak terikat. Al-Wa’d ini wajib dilaksanakan oleh orang 
yang berjanji menurut madzhab maliki. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan 
dalam Hasyiyah ad-Dasuqi bahwa jika orang lain berkata, “Belilah untukku 
dengan harga 10 secara kontan maka kamu harus membeli barang yang lain 
dengan harga 10 jika ia mengatakan: “Belilah untukku””.36 
Definisi hukumnya disebutkan dalam keputusan Komisi Fiqih pada Organisasi 
Konferensi Islam, 40-41 (2/5 dan 3/5) dalam pertemuan kelima yang 
diadakanpada tahun 1409 H bahwa al-Wa’d adalah sesuatu yang keluar dari orang 
yang memerintah atau orang yang diperintah secara terpisah. Bahwa al-Wa’d ini 
bersifat wajib bagi orang yang berjanji secara terhutang kecuali ada udzur. Ia 
wajib membayar janjinya jika janji itu digantungkan dengan suatu sebab, dan 
sesuatu yang dijanjikan merupakan kewajiban akibat janji. Konsekuensi janji 
dalam hal ini bisa dengan melaksanakan janji atau memberikan kompensasi 
kerugian atau gangguan yang terjadi akibat janji yang tidak ditepati tanpa udzur.37 
                                                             
36 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 
Madzhab (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2009), 76. 
37 Ibid.  
 

































F. Berakhirnya Akad Jual-beli 
       Berakhirnya akad jual-beli jika terjadi hal-hal sebagai berikut: 
1. Pembatalan akad yaitu jika salah satu pihak membatalkan akad yang 
telah disepakati baik secara sepakat maupun sepihak. 
2. Terdapat cacat yaitu kerusakan pada obyek barang yang akan dijual 
ketika diserahkan kepada penjual. 
3. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad jual-beli telah berakhir. 
Baik cara pembayarannya secara tunai maupun cicilan. 
4. Peristiwa cidera janji bisa terjadi ketika user gagal membayar atau 
penjual tidak menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan obyek 
akad jual-beli. 
5. Lunas terealisasinya pembayaran secara keseluruhan dalam akad jual-
beli cicilan.38
                                                             
38 Setiawan Budi Utomo, Standar Produuk Pembiayaan SyariahMurabahah, (Jakarta: Devisi 
Pengembangan Produk Dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah dan OJK, 2016), 57. 
 


































PENERAPAN AKAD JUAL-BELI RUMAH DI AHSANA PROPERTY 
SYARIAH MOJOSARI MOJOKERTO (AHSANA MODERN CITY) 
A. Gambaran Umum Tentang Ahsana Property Syariah 
1. Profil Ahsana Property Syariah 
       Perusahaan Ahsana Property Syariah adalah Brand dari Grup Bisnis 
Developer Property Syariah yang bergerak di Indonesia sejak 2014 dan 
konsisten mengembangkan hunian berupa perumahan maupun villa wisata 
dengan konsep kepemilikan murni secara syar’i. Project Ahsana saat ini 
telah berkembang di banyak kota di Indonesia diantaranya:1 
a. Bekasi (Ahsana Darussakinah Tarumajaya dan Ahsana Permata 
Tarumajaya). 
b. Malang (Ahsana Blimbing Regency, Ahsana Grand Singosari dan 
Ahsana Villa Samaran Dau). 
c. Gresik Kota (Ahsana Kedanyang Regency dan Ahsana Townhouse 
Kedanyang). 
d. Gresik Selatan (Surabaya Barat) (Ahsana BMA Menganti dan Ahsana 
Permata Driyorejo). 
e. Tuban (Ahsana Darussakinah Al-Falah, Ahsana Darus sakianh 2 Al-
Falah, Ahsana Darul Ula Sleko, Ahsana Elite Residence Perbon dan 
Ahsana Grand Village). 
                                                             
1 Bu Neni, Customer Care Ahsana Property Syariah, Wawancara WA, pada 7 Maret 2020. 
 

































f. Mojokerto (Ahsana tropodo Regency, Ahsana Town House Tropodo, 
Ahsana Madani Kedung Turi, Ahsana Madina Sooko, Ahsana Modern 
City Mojosari, Ahsana Villa Syariah Mansion Hills Pacet). 
g. Madiun (Ahsana Grand Baitul Izzah). 
h. Samarinda (Ahsana Samara Townhouse 1 Jalan AW Syahrani 4 blok 
H (dekat Indogrosir), Ahsana Samara Townhouse 2, Ahsana Firdaus 
Residence Jalan Belimau RT 21 Lempake (jalur alternatif ke Bandara 
APT Pranoto Samarinda), Ahsana Pusaka Regency Jalan Pusaka Lok 
Bahu (500 meter dari perempatan jalan ring-road dan jalan Moch Said 
Samarinda), Green Ahsana Mansion Jalan P Suryanata, Kompleks 
Batu Putih Permai Blok H Kelurahan, Air Putih, Kota Samarinda, 
Kalimantan Timur 75124). 
i. Kendari (Ahsana Baitul Zam-Zam). 
       Dalam pengembangan project di atas, Ahsana Property Syariah 
berkomitmen tidak melibatkan pembiayaan perbankan baik dari sisi 
permodalan hingga sisi jual-beli. Hal ini karena Ahsana berpendapat 
bahwa tidak ada produk KPR Perbankan yang sesuai Syariah.2 
2. Visi Misi Ahsana Property Syariah 
       Yang menjadi visi misi Ahsana Property Syariah adalah: 
 
                                                             
2 https://youtu.be/v0ddDfgbwt4, diakses pada sabtu, 11 April 2020. 
 


































       Menjadi Grup Bisnis Property Murni Syariah Terunggul dan 
Terpercaya 
Misi:  
a. Menjalankan bisnis dengan taat pada fiqh mua>malah dalam setiap 
aktivitasnya. 
b. Mengajak dan mengedukasi masyarakat dari bahaya jeratan riba 
serta transaksi yang bathil. 
c. Membentuk tim kerja yang bernafaskan islam dengan profesional, 
jujur, dan berintegritas. 
d. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah berkah dan 
berkualitas unggul. 
e. Melakukan inovasi secara terus-menerus dan perbaikan 
berkelanjutan. 
f. Memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder dalam 
mewujudkan hunian yang islami. 
g. Membangun dengan amanah setiap unit property untuk memberikan 
kepuasan kepada masyarakat.3 
 
  
                                                             
3 D’ Ahsana Property Syariah, Ahsana Property, https://ahsanaproperty.com/about-us/, diakses pada 
sabtu, 11 April 2020. 
 

































3. Struktur Organisasi Ahsana Property Syariah 
       Adapun struktur kepengerusan atau organisasi Ahsana Property 
Syariah adalah sebagai berikut:4 

















                                                             
4 Bpk. Fauqi Khusnul K (Middle Manager Mojosari), wawancara pada 13 Aprli 2020. 
 

































B. Penerapan akad jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari 
Mojokerto (Ahsana Modern City) 
1. Sistem Transaksi Jual-beli Ahsana Property Syariah Mojosari, Mojokerto 
(Ahsana Modern City) 
       Sistem transaksi yang dilaksanakan di sini adalah sistem default, 
dimana kadang bisa terjadi kustomisasi atas kepentingan pemasaran, 
diskon dan periklanan. Dalam alur transaksinya akan dipaparkan dibawah 
ini: 
a. Ketika user memutuskan membeli, Ahsana Property Syariah dan user 
melakukan tawar menawar sampai ada keputusan harga yang akad 
disahkan menjadi akad. Yang mana nantinya setelah ada kesepakatan 
kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing 
sesuai dengan bagiannya. Harga rumah akan bervariasi sesuai dengan 
letak denah rumah yang di inginkan, dan harga bisa berubah sesuai 
harga pasar atau harga promo yang diberikan oleh pihak Ahsana. 
b. Adapun kesepakatan yang telah disepakati diawal itu tidak boleh 
berubah dalam artian nilai harga dan atau cicilan, tidak boleh lagi 
berubah baik naik, ataupun turun.  
c. User kemudian memberikan uang muka atau uang tanda jadi sebesar 
Rp 1,5 juta atau Rp 10 juta atau 20 juta, tergantung lokasi yang user 
inginkan dan Ahsana Property Syariah membolehkan user untuk 
 

































memilih lokasi yang diinginkan. Bila kurang dari yang telah 
ditetapkan, maka belum boleh memilih lokasi.5 
d. Apabila uang user yang diberikan sebesar 10 juta ke atas, maka sudah 
mengurangi DP dari rumah yang user pilih, jadi bila DP rumah adalah 
75 juta, maka setelah membayar user jadi 10 juta, user tinggal 
melanjutkan sisa DP 65 juta. Apabila uang user jadi sebesar 1,5 juta, 
maka belum mengurangi DP tetapi mengurangi cicilan pada bulan 
pertama.  
e. Segala bentuk pembayaran Ahsana Property Syariah terima dalam 
bentuk transfer ke rekening yang ditunjuk oleh manajemen Ahsana 
Property Syariah atau langsung ke admin di kantor pemasaran (setiap 
project bisa berbeda rekeningnya).  
f. Bila memilih untuk membeli secara cash, Ahsana Property Syariah 
bisa memberikan harga yang paling rendah dan rasional, dimana harga 
tersebut akan sangat dipengaruhi oleh mekanisme dan term 
pembayaran yang user berikan, dimana term pembayaran bisa user 
atur sesuai kemampuan user sendiri mulai 1 bulan (hard cash) hingga 
12 bulan (soft cash).  
g. Ahsana Property Syariah meminta komitmen user dalam 
menyelesaikan nilai DP yang tersisa.  
                                                             
5 D’ Ahsana Property Syariah, Ahsana Property, https://ahsanaproperty.com/sistem-transaksi/, 
diakses pada 17 maret 2020. 
 

































h. Proyek pembangunan bisa Ahsana Property Syariah mulai sesuai 
progress masuknya uang muka.6 
i. Ahsana Property Syariah juga meminta berkas-berkas syarat 
pengajuan kredit ini apabila pembelian kredit untuk Ahsana Property 
Syariah survey. Berkas kelengkapan dokumen penting yang Ahsana 
Property Syariah minta adalah:7 
1) Fotocopy KTP suami istri 
2) Kartu keluarga 
3) Surat nikah (bila sudah menikah) 
4) Slip gaji 
5) NPWP 
6) Ijin usaha (SIUP, TDP, SITU) 
7) Rekening tabungan 3 bulan terakhir. 
2. Prosedur transaksi akad Bai’ Bit Taqsith di Ahsana Property Syariah 
Mojosari, Mojokerto. 
a. Mengetahui definisi terkait dengan akad Bai’ bit Taqsith:8 
1) Bai’ Bit Taqsith yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran yang 
diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih 
mahal daripada pembayaran kontan/tunai. Secara umum Bai’ Bit 
Taqsith lebih dikenal dengan sebutan pembelian secara kredit. 
                                                             
6 Ibid. 
7 Bu Neni, Customer Care Ahsana Property Syariah, Wawancara WA, pada 7 Maret 2020. 
8 Klausul akad Bai’ bit taqsith D’Ahsna Property Syariah Mojosari, Mojokerto. 
 

































2) Penjual  adalah  al-Bai’  yaitu  orang  atau  badan usaha  yang 
memiliki barang  yang diperjualbelikan. 
3) Pembeli  adalah  al-Musytari  yaitu  orang  atau badan  usaha,  
yang melakukan  pembelian terhadap barang yang diperjual-
belikan. 
4) Al-maabi’ fîihi    adalah barang yang diperjual-belikan. 
b. Objek barang al-Ma>bi’9 
       Barang  yang   diperjual-belikan  adalah berupa  1 (satu ) unit 
rumah yang telah terbangun  51% atau yang terdiri dari pondasinya, 
tiang-tiangnya, atapnya untuk selanjutnya dilanjutkan pembangunan 
rumah. 
c. Harga  barang  yang  diperjual-belikan secara kredit di atas adalah 
Rp. 320.000.000 (Terbilang :Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).10 
d. Rincian pembayaran tertuang dalam pasal 4 klausul akad Bai’ bit 
taqsith, yakni:11 
1) Ahsana property syariah atau pihak pertama menyelesaikan 
pembangunan rumah paling lambat 48 (empat puluh delapan) 
bulan setelah adanya ijin mendirikan bangunan. 
2) Pihak pertama sepakat untuk menerima pembayaran dari pembeli 
atau pihak kedua senilai rp.25.000.000 (terbilang: dua puluh lima 






































juta rupiah) sebagai DP atau uang muka dari pembeli yang telah 
dibayarkan pada tanggal yang telah ditentukan secara tunai atau 
transfer ke rekening yang sudah ditentukan pula. 
3) Kedua belah pihak melakukan kesepakatan pelunasan dari harga 
pembelian yang dilakukan secara angsuran sebanyak 120 (seratus 
duapuluh) bulan. Contoh: Angsuran dimulai pada bulan april 2019 
sampai dengan bulan maret 2029. (sesuai akadnya). 
4) Angsuran  
Contoh: Setiap tanggal 25 pembeli membayar angsuran dengan 
skema berikut: Angsuran ke 1 sampai dengan angsuran ke 120 
mulai bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2029 sebesar 
Rp.2.537.500 (terbilang: dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu 
lima ratus rupiah). 
5) Pihak pembeli atau pihak kedua berjanji akan mengangsur sesuai 
jadwal pembayaran. 
e. Sebagai jaminan dalam akad ini yakni:12 
1) Penjual  menjamin  ketersediaan  barang  pada  jangka waktu  yang  
telah  disepakati  dan  memberikan  barang sesuai dengan kriteria 
yang sudah ditetapkan, 
                                                             
12 Ibid. 
 

































2) Pembeli  melakukann penandatanganan  surat  hutang  atas  
pembelian yang telah dilakukannya kepada penjual, 
3) Pembeli  tidak  diperkenankan  melakukan pembatalkan jual-beli 
disaat barang dalam proses pembangunan, 
4) Apabila pembeli membatalkan jual-beli secara sepihak, maka 
penjual berhak memotong biaya administrasi sebesar 5% dari harga 
yang disepakati di pasal 3 dan mengembalikan sisanya selama 3 
tahun dengan skema yang akan ditentukan kemudian oleh pihak 
penjual, 
5) Apabila penjual membatalkan pembelian secara sepihak, maka 
penjual wajib mengembalikan 100% biaya yang telah dibayar oleh 
pihak pembeli dengan skema yang akan ditentukan kemudian oleh 
pihak penjual, 
6) Penjual dan pembeli bersepakat bahwa penyerahan sertifikat atas 
tanah akan    diserahkan kepada pihak pembeli setelah prosesnya 
selesai, 
7) Perihal keterlambatan penyerahan sertifikat kepada pembeli yang 
diatur pada pasal 5, kedua belah pihak bersepakat untuk 
menuangkannya dalam bentuk Addendum (perjanjian tambahan) 
bila diperlukan, 
8) Penjual menjamin bahwa tanah dan bangunan tidak sedang berada  
dalam jaminan  hutang pihak ketiga atau terlibat sengketa hukum, 
 

































9) Jika ternyata pernyataan pada ayat 8 tidak benar, maka penjual 
akan membebaskan pembeli dari tuntutan pihak manapun.  
10) Penjual hanya menanggung biaya pajak yang tertagih dan yang 
menjadi kewajiban pihak penjual meliputi PPAT, Pecah Sertifikat, 
SHM, PLN, IMB, dan air bersih. 
11) Pembeli hanya menanggung biaya pajak yang tertagih dan yang 
menjadi kewajiban pihak pembeli meliputi PPN, BPHTB (Bea atas 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Bea Balik Nama dan 
biaya lain yang timbul di kemudian hari apabila ada.  
12) Adapun Bea yang akan keluar di luar point 10 dan point 11 di atas 
akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak sebelum dilakukan 
AJB (Akta Jual-beli) dengan mempertimbangkan kemaslahatan 
kedua belah pihak. 
f. Jika terjadi macet bayar13 
Pada saat terjadi macet bayar dalam jual-beli yang dilakukan oleh para 
pihak, pihak pembeli setuju untuk melakukan hal-hal sesuai rincian 
sebagai berikut: 
1) Apabila pihak pembeli mengalami kredit macet selama dalam 
proses pembangunan rumah berlangsung, maka para pihak 
bersepakat untuk melakukan penundaan jadwal serah terima 
                                                             
13 Ibid. 
 

































bangunan (STB) sesuai jumlah bulan yang macet. Selanjutnya 
dituangkan dalam bentuk addendum (surat perjanjian tambahan). 
2) Apabila pihak pembeli tidak melakukan pembayaran angsuran 
selama 1 bulan setelah penyerahan bangunan, maka pihak penjual 
akan memberikan surat peringatan  pada bulan berikutnya, agar 
pembayaran dirapel pada bulan ke-3 sejak terjadinya kemacetan 
angsuran.   
3) Apabila pihak pembeli tidak melakukan pembayaran selama 3 
bulan berturut turut sejak terbitnya surat peringatan, maka pihak 
penjual berhak meminta pihak pembeli untuk melunasi sisa 
tanggungan terhutang dengan cara melakukan penjualan asset 
yang dimiliki oleh pihak pembeli. Dalam hal penjualan asset yang 
dimiliki oleh pihak pembeli, para pihak sepakat untuk bekerja 
sama dalam upaya percepatan penjualan asset tersebut. 
4) Apabila hasil penjualan asset masih  tidak dapat mencukupi sisa 
tanggungan terhutang pihak pembeli, maka sisa tanggungan 
tersebut tetap menjadi kewajiban pihak pembeli untuk 
melunasinya. 
g. Tidak  satu  pihak pun  yang  dapat  dituntut  untuk melaksanakan  hak  
dan  tanggung  jawabnya  yang  tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi 
suatu peristiwa yang berada diluar  jangkauan/kemampuan  kedua  
belah  pihak  untuk menghindarinya,  kejadian  mana  yang  lazim  
disebut  Force Majeure seperti : Bencana alam, huru-hara, 
 

































pemberontakan, peperangan  dan  lain  sejenisnya,  maka  masing-
masing  pihak akan saling melepaskan pelaksanaan kewajibannya.14 
h. Pengalihan perjanjian 
1) Tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan 
kewajiban dalam perjanjian ini tanpa persetujuan pihak lainnya. 
2) Dalam hal terjadi pengalihan sesuai pasal 8 ayat 1, perjanjian 
tetap berlaku dan mengikat pihak pengganti dan atau penerus 
masing-masing. 
3. Praktik Transaksi Jual-beli Ahsana Property Syariah Mojosari, Mojokerto 
       Dalam praktiknya transaksi jual-beli yang dilakukan menggunakan 
akad Bai’ bit Taqsith. Secara umum Bai’ Bit Taqsith lebih dikenal dengan 
sebutan pembelian secara kredit. Adapun yang menjadi objek jual-beli di 
sini adalah berupa satu unit rumah yang telah terbangun 51% atau yang 
terdiri dari pondasinya, tiang-tiangnya, atapnya untuk selanjutnya 
dilanjutkan pembangunan rumah tersebut dengan kriteria sebagaimana 
yang akan dijelaskan dibawah ini. 
       Spesifikasi barang yang diperjual-belikan sebagai berikut :15 
a. Tipe Rumah   : 65 
b. Lokasi Rumah  : Mojosari, Kab. Mojokerto 
c. Luas Tanah   : 60 
                                                             
14 Ibid. 
15Bpk. Samsul Hadi (Pengawas Proyek), wawancara, pada 13 April 2020. 
 

































d. Yang Terdiri   : 2 unit kamar tidur, 1 unit kamar mandi, 
1 unit ruang tamu, 1 unti ruang makan, 1 carport 1 mobil, 1 dapur, 1 
taman depan, 1 taman belakang. 
e. Harga Jual Kredit  : Rp. 320.000.000 
       Rincian pembayaran yang dijadikan transaksi adalah sesuai dengan 
yang disepakati. Adapun yang menjadi jaminan untuk kedua belah pihak 
adalah seperti yang tercantum dalam klausul akta perjanjian jual-beli pasal 
5, yakni penjual menjamin ketersediaan barang pada jangka waktu yang 
telah disepakati dan memberikan barang sesuai dengan kriteria yang sudah 
ditetapkan. Pembeli  tidak  diperkenankan  untuk  membatalkan jual-beli 
selama barang dalam proses pembangunan.16 
Apabila pembeli membatalkan jual-beli secara sepihak, maka penjual 
berhak memotong biaya administrasi sebesar 5% dari harga yang 
disepakati di pasal 3 dan mengembalikan sisanya selama 3 tahun dengan 
skema yang akan ditentukan kemudian oleh pihak penjual. Apabila penjual 
membatalkan pembelian secara sepihak, maka penjual wajib 
mengembalikan 100% biaya yang telah dibayar oleh pihak pembeli dengan 
skema yang akan ditentukan kemudian oleh pihak penjual.17  
Penjual dan pembeli sepakat bahwa penyerahan sertifikat atas tanah 
akan    diserahkan kepada pihak pembeli setelah prosesnya selesai. Penjual 
                                                             
16 Bpk. Fauqi Khusnul K (Middle Manager Mojosari), wawancara pada 13 Aprli 2020. 
17 Klausul akad Bai’ bit taqsith D’Ahsna Property Syariah Mojosari, Mojokerto. 
 

































menjamin bahwa tanah dan bangunan tidak sedang berada  dalam jaminan  
hutang pihak ketiga atau terlibat sengketa hukum. Penjual hanya 
menanggung biaya pajak yang tertagih dan yang menjadi kewajiban pihak 
penjual meliputi PPAT, Pecah Sertifikat, SHM, PLN, IMB, dan air 
bersih.18 
Pembeli hanya menanggung biaya pajak yang tertagih dan yang 
menjadi kewajiban pihak pembeli meliputi PPN, BPHTB (Bea atas 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Bea Balik Nama dan Biaya 
Akta Jual-beli (AJB) serta biaya lain yang timbul di kemudian hari bila 
ada. Bea yang akan keluar di luar ayat 10 dan ayat 11 akan 
dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak sebelum dilakukan AJB (Akta 
Jual-beli) dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.19 
Yang terakhir akan menjadi batal dalam Perjanjian Bai’ Bit Taqsith 
ini, apabila terjadi kondisi sebagai:20 
a. Pembeli atau penjual kehilangan akal atau gila. 
b. Pembeli atau penjual meninggal. 
c. Tindakan pemerintah atau hal-hal di luar kekuasaan para pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Force Majeure. 
                                                             
18 Ibid. 
19 Ibid.  
20 Bpk. Fauqi Khusnul K (Middle Manager Mojosari), wawancara, pada 13 Aprli 2020. 
 

































d. Jika benar-benar terjadi apa yang tertulis pada ayat 1 dan 2 dalam 
klausul akad jual-beli (Bai’ bit Taqsith), ahli warisnya akan menerima 
tanggung jawab dari pada akad yang telah dilaksanakan ataupun oleh 
orang yang telah ditunjuk oleh ahli waris untuk melanjutkan 
tanggungan kepada pihak penjual. 
       Dan dalam praktinya di atas ada dua alur yang akan dilalui dalam 
pelaksanaan transaksi jual-beli rumah syariah ini, yakni yang pertama 
melakukan wa’d terlebih dahulu dan yang kedua melakukan akad Bai’ bit 
taqsith. Ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Direktur 
Ahsana Property Syariahyakni Bapak Harun Musa.21 
Berikut ini penulis akan memberikan ulasan beberapa pertanyaan 
yang penulis ambil dari Faq dan wawancara di lapangan Ahsana Property 
Syariah: 
a. Apa yang dimaksud dengan sistem kredit sesuai syariah atau Bai’ bit 
Taqsith? 
       Jawaban: Sebenarnya sistem yang dilakukan oleh perusahaan 
kami menggunakan kredit tanpa menggunakan perantara bank. Dalam 
sistem yang kami laksanakan ini semua jual-beli perumahan baik cash 
maupun kredit, dilakukan oleh pihak Developer secara langsung 
dengan perhitungan harga cash maupun kredit, cicilan flat tanpa 
bunga atau riba.22 
                                                             
21 Bpk. Harun Musa (Direktur AhsanaProperty Syariah Surabaya), wawancara, pada 17 Maret 2020. 
22 Ibid.  
 

































b. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Wa’d dalam transaksi jual-beli 
rumah di Ahsana Property Syariah ini? 
       Jawaban: Yang dimaksud Al-Wa’d secara bahasa digunakan 
terhadap kebaikan dan keburukan. Wa’adtuhu khayran yaitu aku 
menjanjikan kebaikan padanya dan wa’adtuhu syarran yaitu aku 
menjanjikan keburukan padanya. Yang dimaksud al-Wa’d secara 
istilah adalah pemberitahuan akan penyampaian kebaikan di masa 
depan. Al-Wa’d dalam hal ini yaitu janji pemesanan, menurut 
pandangan Islam hukumnya yang dibolehkan secara syar’i.23 
c. Dan apa isi dari Al-Wa’d itu? 
       Jawaban: Al-Wa’d itu isinya pihak kedua bermaksud melakukan 
pemesanan kavling tanah dan bangunan, dengan obyek perjanjian 
seperti:24 
1) Kavling Nomor  : sesuai keinginan pihak kedua atau 
kesepakatan bersama 
2) Type    : 65   
3) Luas Tanah  : 60 M2 
4) Luas Bangunan  : 65 M2 
5) Letak Lokasi Blok : A 
6) Propinsi   : Jawa Timur 
7) Wilayah Kota/Kab. : Mojokerto 
                                                             
23 Bpk. Fauqi Khusnul K (Middle Manager Mojosari), wawancara, pada 13 Aprli 2020. 
24Ibid.  
 

































8) Kecamatan  : Mojosari 
9) Kelurahan/Desa  : Menanggal 
       Harga transaksi atas objek perjanjian: Rp 320.000.000, harga 
transaksi atas objek perjanjian sudah termasuk hal-hal seperti:25 
1) Biaya pembuatan Akta Jual-beli (AJB) atas Tanah dan Bangunan 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat. 
2) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama pihak pertama. 
3) Peningkatan ke Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak 
pertama. 
4) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pihak pertama. 
5) Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan (PPhTB) 
6) Pemasangan instalasi listrik dan jaringan (daya) listrik (PLN). 
7) Pemasangan instalasi air bersih (PAM) atau sumur Bor dengan 
pompa air. 
       Harga transaksi atas objek perjanjian tidak termasuk atas biaya-
biaya sebagai berikut:26 
1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembeli berupa Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna proses 
penandatanganan Akta Jual-beli (AJB) dihadapan PPAT setempat. 
2) Biaya Izin Peralihan Hak di Kantor Pertanahan atau Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) setempat (apabila dipersyaratkan). 
                                                             
25Ibid.  
26 Ibid.  
 

































3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan biaya-biaya atau pajak-pajak 
atau retribusi-retribusi atau iuran-iuran lainnya yang telah 
ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 
setempat, terhitung sejak tanggal serah terima tanah dan bangunan 
dari pihak pertama kepada pihak kedua. 
4) Biaya iuran pengelolaan lingkungan seperti antara lain Biaya 
Kebersihan dan Biaya Keamanan serta biaya-biaya lainnya yang 
berhubungan dengan kepemilikan atas Tanah dan Bangunan serta 
rekening-rekening atau tagihan-tagihan atas pemakaian listrik 
PLN, air bersih (PAM).  
5) Tagihan pemakaian listrik PLN, air bersih berupa penggunaan dan 
pengelolaan sumur Bor dengan pompa air (jika ada) atau air bersih 
(PAM). 
6) Biaya Balik Nama (BN) SHGB ke atas nama pembeli atau pihak 
kedua.27 
d. Sifat atau konsekuensi hukum yang ada dalam Al-Wa’d itu sendiri 
seperti apa? 
       Jawaban: Perjanjian pemesanan atau yang disebutkan tadi itu Al-
Wa’d adalah janji para pihak untuk melakukan pemesanan atas objek 
perjanjian, sebelum terjadinya akad jual-beli atau sebelum dituangkan 
kedalam akta jual-beli. Al-Wa’d ini bersifat tidak mengikat dalam 
                                                             
27 Ibid.  
 

































istilah arabnya adalah Wa’d ghairu mulzim dalam pengertian janji ini 
dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Adapun pada saat perjanjian 
pemesanan Al-Wa’d ini dilakukan, pihak kedua menyerahkan 
sejumlah pembayaran kepada pihak pertama, apabila pihak kedua 
melanjutkan perjanjian dengan akad jual-beli maka uang pembayaran 
tersebut mengurangi total harga objek perjanjian.28 
e. Bagaimana jika ada pembatalan Al-Wa’d?  
       Jawaban: Apabila pihak kedua membatalkan perjanjian 
pemesanan ini setelah objek perjanjian dibangun pondasinya dan 
strukturnya, maka uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan 
100% secara bertahap selama 3 tahun atau setelah objek perjanjian 
tersebut dipesan oleh pihak lainnya. Apabila pihak pertama 
membatalkan perjanjian Al-Wa’d maka uang yang telah dibayarkan 
akan dikembalikan 100% maksimal 1 hari setelah pembatalan.29 
f. Metode apa yang dijadikan patokan untuk melakukan transaksi jual-
beli rumah syariah di Ahsana Property Syariah? 
       Jawaban: Adapun metode yang digunakan dalam akad jual-beli di 
sini ada dua model yakni model jual-beli cash dan jual-beli kredit 
(Bai’ bit Taqsith). Dari dua model akad jual-beli di atas ada perbedaan 
harga yang mana jual-beli dengan cash lebih murah daripada yang 
kredit. Dalam praktiknya yang digunakan adalah jual-beli kredit, 
                                                             
28 Ibid.  
29 Ibid.  
 

































sebelumnya pernah menggunakan akad istishna’ namun karena 
mempertimbangkan berbagai macam hal kemudian diganti dengan 
akad Bai’ bit Taqsith.30  
g. Kapan sertifikat akan diberikan kepada pembeli? 
       Jawaban: Sertifikat akan diberikan ketika proses split sudah 
selesai. Biasanya, ketika STB dilakukan, proses split sertifikat belum 
selesai, karena secara umum proses split dilakukan diakhir 
project. Ketika proses pemecahan selesai, walaupun pembeli belum 
lunas, tetap akan kami berikan. Saat pembayaran pertama atau bisa 
juga saat pelunasan DP kita lakukan IJB di notaris. Inti dari asas jual-
beli adalah, tidak boleh ada penahanan hak atas barang yang diperjual-
belikan. Artinya, semua yang sudah bisa diserahterimakan, maka 
harus diserah terimakan. Sementara untuk sertifikat, proses 
pemecahan ataupun proses sertifikasi biasanya membutuhkan waktu 
lebih panjang. 31 
       Maka sementara waktu proses tersebut, sertifikat merupakan 
bagian dari akad istishna, yang akan diberikan kemudian bila proses 
pembuatannya sudah selesai. Perihal balik nama dan Akta Jual-beli, 
negara memiliki aturan bahwa sebelum terjadi pelunasan maka balik 
nama dan AJB tidak bisa dilakukan. Sehingga serah terima sertifikat 
                                                             
30 Bpk. Harun Musa (Direktur AhsanaProperty Syariah Surabaya), wawancara, pada 17 Maret 2020. 
31 D’ Ahsana Property Syariah, Ahsana Property, https://ahsanaproperty.com/faq/, diakses pada 
sabtu, 11 April 2020. 
 

































atas jual-beli kredit, dengan terpaksa belum terjadi perubahan nama 
pemilik dikarenakan aturan yang berlaku di negara ini, hingga jual-
beli dinyatakan lunas. Apabila terjadi serah terima sertifikat, maka 
pihak developer berhak meminta jaminan kepada pembeli (dalam 
istilah notaris, disebut jaminan pengganti) yaitu asset yang dimiliki 
oleh pembeli baik berupa properti lain atau jaminan bergerak (seperti 
kendaraan).32 
h. Untuk bapak Ino pembelian rumah yang tipe berapa, dengan harga 
berapa? 
       Jawaban: Untuk rumah yang saya beli itu adalah rumah tipe 53 
mas, untuk harga cash nya itu seharga 265 juta waktu itu, namun 
karena saya tidak memiliki uang segitu banyaknya maka saya beli 
dengan cara kredit. Untuk DP yang saya berikan ke perusahaan itu 99 
juta, terus saya angsur dalam tempo waktu 10 tahun. Harga 
kesepakatan dalam akad dulu itu 400 juta mas. Kemudian saya dapat 
nominal angsuran 2,5 juta lebih sedikit setiap bulannya.33 
i. Untuk satu rumah segitu yang ditawarkan kepada bapak, antara tempo 
cicilan yang semisal 120 bulan dengan 150 bulan apakah ada selisih 
pak? 
       Jawaban: Untuk itu iya pasti ada selisih mas, sekalipun rumah itu 
sama tapi ada selisih pemberian harga yang diberikan perusahaan jika 
                                                             
32 Ibid.  
33 Bpk. Ino (Selaku User Ahsana Property Syariah), wawancara, pada 15 Juli 2020. 
 

































senggang waktu atau jarak waktu angsurannya berbeda. Namanya 
jual-beli tentunya akan ada resiko-resiko yang akan dihadapi oleh 
perusahaan dengan jangka waktu sekian-sekian. Tapi yang saya garis 
bawahi itu dalam akadnya atau kesepakatan diawal. Untuk penawaran 
terkait dengan nominal yang berbeda, misalkan lebih mahal itu tidak 
masalah yang terpenting diawal ada kesepakatan baik murah atau jauh 
lebih mahal mas.34 
j. Bagaimana jika terjadi gagal bayar? 
       Jawaban: Biasanya jika user terjadi keterlambatan membayar 
cicilan maka user akan diberikan waktu senggang untuk 
membayarnya, dan pihak Ahsana melakukan kunjungan silaturahmi 
terhadap user untuk mencari tahu kenapa terjadi keterlambatan. Saling 
bermusyawarah dan jika sampai pada bulan berikutnya belum bisa 
membayar cicilannya akan tetap tidak ada istilah denda. Jadi di bulan 
berikutnya ini user memiliki tanggungan yang harus diselesaikan 
yakni dua bulan.  
       Adapun jika sampai ada penjualan aset maka itu harus dilakukan 
sendiri oleh pemilik aset, dan penetapan harga aset ada pada pemilik 
aset, bukan pada Ahsana. Apabila setelah aset terjual, terjadi 
kelebihan hasil dibandingkan hutang, maka kelebihannya 
dikembalikan ke pembeli. Contoh, bila rumah yang dijual laku 
                                                             
34 Ibid.  
 

































seharga 400 juta, sedangkan hutang hanya 150 juta, maka selisihnya 
yaitu 250 juta akan dikembalikan ke pembeli.35 
k. Oh iya, kan di Ahsana Property Syariah ini tidak ada asuransi untuk 
rumah yang dijualnya, kenapa? 
       Jawab: Pihak Ahsana tidak melakukan pemberian asuransi, 
karena Ahsana menganggap asuransi itu tidak sesuai dengan syariah 
Islam sama seperti gambling, maka dari itu pihak Ahsana tidak 
memberikan asuransi terhadap rumah syariah yang dijual.36 
l. Kapan penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan? 
      Jawab: Pihak Ahsana akan memberikan atau menyerahkan rumah 
dan melakukan akad Bai’ Bit Taqsith setelah rumah terbangun 51%.37 
 
                                                             
35 Bpk. Ino (Selaku User Ahsana Property Syariah), wawancara, pada 10 Maret 2020. 
36 Ibid.  
37 Bpk. Harun Musa (Direktur AhsanaProperty Syariah Surabaya), wawancara, pada 17 Maret 2020. 
 


































ANALSIS TRANSAKSI JUAL-BELI RUMAH DI AHSANA PROPERTY 
SYARIAH MOJOSARI MOJOKERTO (AHSANA MODERN CITY) 
A. Analisis Terhadap Penerapan Akad Jual-beli Yang Digunakan Oleh 
Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokerto (Ahsana Modern City) 
       Ahasana Property Syariah memprakitkan transaksi jual-beli menggunakan 
akad Bai’ Bit Taqsith.  Yang menjadi objek jual-beli rumah syariah adalah berupa 
satu unit rumah yang telah terbangun 51% atau yang terdiri dari pondasinya, tiang-
tiangnya, atapnya. Sebelum melakukan akad jual-beli pihak pembeli melakukan 
al-Wa’ad terlebih dahulu. Yang dimaksud al-Wa’d secara bahasa digunakan 
terhadap kebaikan dan keburukan. Wa’adtuhu khayran yaitu aku menjanjikan 
kebaikan padanya dan wa’adtuhu syarran yaitu aku menjanjikan keburukan 
padanya.  
Yang dimaksud al-Wa’d secara istilah adalah pemberitahuan akan 
penyampaian kebaikan di masa depan. al-Wa’d dalam hal ini yaitu janji 
pemesanan. menurut pandangan Islam hukumnya yang dibolehkan secara syar’i, 
al-Wa’d itu isinya pihak kedua bermaksud melakukan pemesanan kavling tanah 
dan bangunan, dengan obyek perjanjian.1 Perjanjian pemesanan atau yang 
disebutkan sebelumnya itu al-Wa’d adalah janji para pihak untuk melakukan 
pemesanan atas objek perjanjian, sebelum terjadinya akad jual-beli atau sebelum 
dituangkan kedalam akta jual-beli.  
                                                             
1 Bpk. Fauqi Khusnul K (Middle Manager Mojosari), wawancara, pada 13 Aprli 2020. 
 

































Al-Wa’d ini bersifat tidak mengikat dalam istilah arabnya adalah wa’d ghairu 
mulzim dalam pengertian janji ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Adapun 
pada saat perjanjian pemesanan al-Wa’d ini dilakukan, pihak kedua menyerahkan 
sejumlah pembayaran kepada pihak pertama, apabila pihak kedua melanjutkan 
perjanjian dengan akad jual-beli maka uang pembayaran tersebut mengurangi 
total harga objek perjanjian. 
Apabila terjadi pembatalan al-Wa’d dari para pihak, jika pihak kedua yang 
membatalkan perjanjian pemesanan ini setelah objek perjanjian dibangun 
pondasinya dan strukturnya, uang yang suadah diberikan akan dikembalikan 
100% secara bertahap selama 3 tahun atau setelah objek perjanjian tersebut 
dipesan oleh pihak lainnya. Apabila pihak pertama membatalkan perjanjian al-
Wa’d maka uang yang telah dibayarkanpun akan segera dikembalikan 100% 
maksimal 1 hari setelah pembatalan. 
Selanjutnya dalam transaksi jual-beli untuk kedua belah pihak akan 
menadapatkan jaminan dari masing-masing pihak, seperti yang tercantum dalam 
klausul akta perjanjian jual-beli pasal 5, yaitu: 
1. Ketersediaan barang pada jangka waktu yang telah disepakati dan 
memberikan barang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan itu menjadi 
tanggungan penjual, 
2. Pembeli  menandatangani  surat  hutang  atas  pembelian yang telah 
dilakukannya kepada penjual, 
3. Pembeli  tidak  diperkenankan  untuk  membatalkan jual-beli selama barang 
dalam proses pembangunan, 
 

































4. Apabila pembeli membatalkan jual-beli secara sepihak, maka penjual berhak 
memotong biaya administrasi sebesar 5% dari harga yang disepakati di pasal 
3 dan mengembalikan sisanya selama 3 tahun dengan skema yang akan 
ditentukan kemudian oleh pihak penjual, 
5. Apabila penjual membatalkan pembelian secara sepihak, maka penjual wajib 
mengembalikan 100% biaya yang telah dibayar oleh pihak pembeli dengan 
skema yang akan ditentukan kemudian oleh pihak penjual,  
6. Penjual dan pembeli bersepakat bahwa penyerahan sertifikat atas tanah akan    
diserahkan kepada pihak pembeli setelah prosesnya selesai, 
7. Perihal keterlambatan penyerahan sertifikat kepada pembeli yang diatur pada 
pasal 5, kedua belah pihak bersepakat untuk menuangkannya dalam bentuk 
Addendum (perjanjian tambahan) bila diperlukan, 
8. Penjual menjamin bahwa tanah dan bangunan tidak sedang berada  dalam 
jaminan  hutang pihak ketiga atau terlibat sengketa hukum,  
9. Jika ternyata pernyataan pada ayat 8 tidak benar, maka penjual akan 
membebaskan pembeli dari tuntutan pihak manapun.  
10. Penjual hanya menanggung biaya pajak yang tertagih dan yang menjadi 
kewajiban pihak penjual meliputi PPAT, Pecah Sertifikat, SHM, PLN, IMB, 
dan air bersih. 
11. Pembeli hanya menanggung biaya pajak yang tertagih dan yang menjadi 
kewajiban pihak pembeli meliputi PPN, BPHTB (Bea atas Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan), Bea Balik Nama dan Biaya Akta Jual-beli (AJB) 
serta biaya lain yang timbul di kemudian hari bila ada.  
 

































12. Adapun bea yang akan keluar di luar point 10 dan point 11 di atas akan 
dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak sebelum dilakukan AJB (Akta 
Jual-beli) dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.2 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Jual-beli Yang Digunakan 
Oleh Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokerto (Ahsana Modern City) 
       Dari ayat-ayat yang akan penulis kutip dari beberapa Ayat Al-Quran yang 
membenarkan jual-beli adalah seperti firman Allah dalam surat dan surat al-
Baqarah ayat 275, 282 dan an-Nisa ayat 29: 
ۡيَعَْوَحرىَمْٱلرِ بَْ ُْٱۡلبـَ  َوَأَحلىْٱَّللى
 
Artinya: Dan padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba. (Q.S. al-Baqarah ayat 275).3 
 







Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. (Q.S. an-Nisa ayat 29).4 
 
نَََْْيَأيُـَّهاْالىِذيَنْآَمُنواِْإَذاَْتَدايَنُتمِْبَدي ٍنِْإَلْى ُتبْبـىيـ  َْول َيك 
تـُُبوُُۚهْۚ َْواَلَْأََجٍلْمَُّسم ىََْفاك 
لِْۚ َْكاِتٌبِْبل َعد  ُكم 
تُْ َْفَـل َيك  َْكَماَْعلىَمهُْاَّللىُْۚ ُتَب َْكاِتٌبَْأنَْيك  َقُّْوََْيَ َب ِلِلْالىِذيَْعَلي ِهْاَحْل  َْول ُيم  ْل يَـْب  َْرَبىهَُْواَلْيـَب َخس  تىِقْاَّللى
ْ ًئاْۚ ِْمن ُهَْشيـ 
                                                             
2 Ibid.  
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid kode Angka, (tangerang: Kalim). 49. 
4 Ibid. 84. 
 

































Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber-mu’amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. (Q.S. al-Baqarah ayat 275).5 
 
       Dari ayat-ayat di atas menggambarkan bahwa jual-beli adalah suatu yang di 
bolehkan oleh syariat begitupun dengan akad jual-beli dengan sistem Bai’ Bit 
Taqsith. Dalam praktiknya akad Bai’ Bit Taqsith ini sangat memberikan 
kemanfaatan bagi orang-orang yang pas-pasan atau dibawah pas-pasan, adapun 
jika dalam transaksinya bai’ bit taqsith cenderung lebih mahal namun sistem 
seperti ini memudahkan bagi orang yang tidak memiliki uang yang cukup untuk 
membayar kontan, dan selisih harga darinya yang cenderung mahal ini adalah 
sesuatu yang dapat dibenarkan oleh syariat. 
       Ayat di atas sangat menyinggung sekali seperti halnya jual-beli yang 
didasarkan pada saling suka sama suka dan jual-beli ini didasarkan dengan 
kesepakatan kedua belah pihak.6Jual-beli yang mewujudkan saling suaka sama 
suka antara penjual dan pembeli merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan 
karena di situ terdapat kerelaan antara kedua belah pihak. Karena manusia yang 
memiliki hajat menjadi suatu kebolehan untuk melakukan jual-beli. Pencatatan 
dalam setiap transaksi yang dalam pembayarannya tidak secara tunai. 
                                                             
5 Ibid. 48. 
6 Wahbah Az-Zuahaili, Fiqih  Islami Wa Adilllatuhu  (Darul Fikir. Gema Insani, 2011, Jilid V), 358. 
 

































       Dalam praktiknya sifat kerelaan atau sikap saling suka sama suka antara 
kedua belah pihak itu dapat dilihat pada kesepakatan yang tercantum di dalam 
klausul perjanjian akad ataupun di klausul al-Wa’ad.  
       Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini menjadi dasar hukum 
dalam jual-beli: 
ثـََناْ ثـَنََْحدى َْحدى ِقيُّ ثـََناَْعب ُدْال عَْال َعبىاُسْب ُنْال َوِليِدْالدِ َمش  َْداُوَدْاَْمر َواُنْب ُنُْمَُمىٍدَْحدى زِيِزْب ُنُْمَُمىٍدَْعن 
ع ُُتَْأَبَْسَْ َْأبِيِهَْقاَلْسَِ َْعن  ْيـَُقوُلَْقاَلَْرَُسوُلْاَّللىِْب ِنَْصاِلٍحْال َمِديِنِ  ِريى ُد  َّللىَُْعَلي ِهَْْصلىىْاِعيٍدْاُخْل 
ْتـََراضٍْ َاْال بـَي ُعَْعن   َوََسلىَمِْإَّنى
 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-
Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad 
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari 
Dawud bin Shalih Al-Madini dari bapaknya berkata: Aku mendengar Abu 
Sa’id ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu 
berlaku dengan saling ridha.”7 
 
       Adapun keterkaitannya hadis ini dengan Bai’ Bit Taqsith adalah sesuai 
dengan penjelasan dari uraian di atas yang menyebutkan bahwa setiap jual-beli, 
transaksi yang dilaksanakan haruslah saling ridha antara kedua belah pihak. 
Seperti halnya dalam penentuan harga jual, mekanisme pembayaran, keuntungan 
yang diinginkan, dan lainnya harus ada persetujuan dan kerelaan antara kedua 
belah pihak.8 Dalam hal ini transaksi yang dilakukan Ahsana Property Syariah 
Mojosari, Mojokerto saling suka sama suka, baik dari penentuan harga sampai 
                                                             
7 Suqiyah musaf’ah, Hadis Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: CV.Cahaya intan XII, 2014), 64. 
8 IsmailNawawi, FikihMuamalahKlasik DanKontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 92. 
 

































pada penentuan mekanisme pembayarannya dan besaran pembayaran serta jangka 
waktu pelunasan. 
Dan sebagai salah satu pegangan dalam penentuan hukum Islam tidak lupa 
dengan kaidah fiqih yang berbunyi: 
َْيُكو َنْ هاَااَلص ُلِْفْال ُمَعاَمَلِةْااِلََيَحِةَْحَّتى ِلي ُلَْعَلىَّْتى ِرْيِ   ل دى
Artinya: Asal dari muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang 
mengharamkannya.9 
       Dalam kaidah ini dapat diterapkan dalam transaksi jual-beli rumah syariah 
dan hukumnya adalah boleh, kecuali ada hal-hal yang bisa membatalkan atau 
merusaknya.  Adapun dalam praktiknya di sini sudah sesuai dengan dalil-dalil 
yang disebutkan di atas. 
       Berikut akan dianalisis dari segi rukun dan syaratnya apakah sudah sesuai 
dengan rukun dan syarat dari jual-beli pada umumnya atau belum: 
1. Analisis dari pelaku akad (A>qidain) 
Berdasarkan dari pelaku akad maka bisa penulis catat bahwa yang 
menjadi para pihak dalam transaksi jual-beli rumah ini adalah Ahsana 
Property Syariah sebagai penjual atau pemilik rumah syariah yang akan 
dijadikan sebagai objek akad dan pihak kedua yakni para pembeli atau user 
yang melakukan pembelian rumah syariah yang Ahsana Property Syariah 
tawarkan atau sediakan. 
                                                             
9 Nash Farid Muhammad al-Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’idu Fiqhiyyah 
(Jakarta: Hamzah, 2009), 17. 
 

































Yang harus terpenuhi dalam syarat jual beli yakni ba>ligh, dengan 
kehendak sendiri, bukan orang yang boros. Adapun dalam syarat yang 
diberikan oleh Ahasana Property Syariah Mojosari Mojokerto bagi para user 
yang ingin membeli rumah adalah menyediakan Fotocopy KTP suami istri, 
Kartu Keluarga, Surat Nikah ini bagi yang sudah menikah, slip gaji, NPWP, 
dan ijin usaha serta rekening tabungan 3 bulan terakhir. Artinya jika dilihat 
dari syarat yang harus terpenuhi dalam akad syarat-syaratnya sudah terpenuhi 
secara syariah. 
2. Analisis dari objek Akad (Ma’qu>d ‘alaih) 
Objek yang ada di dalam transaksi jual-beli rumah ini berupa satu unit 
rumah yang telah terbangun 51% atau yang terdiri dari pondasinya, tiang-
tiangnya, dan atapnya. Dengan sepesifikasi sebagai berikut: 
a. Tipe Rumah  : 65 
b. Lokasi Rumah  : Mojosari, Kab. Mojokerto 
c. Luas Tanah  : 60 
d. Yang terdiri  : 2 unit kamar tidur, 1 unit kamar mandi, 1 unit 
ruang tamu, 1 unit ruang makan, 1 carport 1 mobil, 1 dapur, 1 taman depan, 
1 taman belakang. 
e. Harga jual kredit  : Rp. 320.000.000 
       Yang disyaratkan dalam objek jual-beli harus dikualifikasikan dalam 
benda suci bukan najis atau termasuk dalam barang yang digolongkan haram, 
dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu  diserahkan 
 

































kepada pembeli, barang yang dijual diketahui oleh kedua belah pihak, barang 
yang dijual berada di tangan atau penguasaan si penjual. Maka sudah jelas 
penjelasan atau uraian diatas bahwa praktik jual-beli rumah di Ahsana Prperty 
Syariah Mojosari Mojokerto ini sudah sesuai syariah. 
3. Analisis dari pelaksanaan akad 
a. Sighat akad 
Adapun sighat dalam jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah 
Mojosari, Mojokerto terdapat dalam klausul jual-beli yakni dengan akad 
Bai’ Bit Taqsith.  Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
Artinya ada kejelasan antara kedua belah pihak dalam akad. Dan secara 
syarat sudah sesuai dengan syariah yang dianjurkan yakni dalam sighat 
ada kejelasan antara kedua belah pihak. 
b. Waktu pelaksanaan akad 
       Waktu pelaksanaan akad jual-beli rumah syariah ini setelah rumah 
terbangun 51% atau yang terdiri dari pondasinya, tiang-tiangnya, dan 
atapnya. Jadi bukan pada wa’d itu, wa’d dijadikan sebagai janji dari pihak 
kedua (Pembeli) kepada pihak pertama (Ahsana Property Syariah Mojosari, 
Mojokerto) untuk dibuatkan rumah idamannya dan akan dibeli. isinya pihak 
kedua bermaksud melakukan pemesanan kavling tanah dan bangunan, 
dengan obyek perjanjian yang akan disepakati kedua belah pihak.
 




































1. Ahasana Property Syariah mempraktikan transaksi jual-beli menggunakan 
akad Bai’ Bit Taqsith.  Objek jual-beli rumahnya adalah berupa satu unit 
rumah yang telah terbangun 51% atau yang terdiri dari pondasinya, tiang-
tiangnya dan atapnya. Sebelum melakukan akad jual-beli pihak pembeli 
melakukan al-Wa’ad terlebih dahulu. Apabila terjadi pembatalan al-Wa’d 
dari para pihak, jika pihak kedua yang membatalkan perjanjian pemesanan 
ini setelah objek perjanjian dibangun pondasinya dan strukturnya, maka uang 
yang telah dibayarkan akan dikembalikan 100% secara bertahap selama 3 
tahun atau setelah objek perjanjian tersebut dipesan oleh pihak lainnya. 
Apabila pihak pertama membatalkan perjanjian al-Wa’d maka uang yang 
telah dibayarkan akan dikembalikan 100% maksimal 1 hari setelah 
pembatalan. 
2. Dilihat dari segala aspek dasar hukum Islam baik dari Al-Qur’an, Hadis dan 
ijma’ penerapan akad jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari, 
Mojokerto ini sudah sesuai dengan dasar hukum Islam, dalam artian praktinya 
sudah relevan dengan hukum Islam. Berdasarkan rukun dan syarat dalam 
jual-beli rumah di Ahsana Property Syariah Mojosari, Mojokerto ini sudah 
sesuai syara’. 
 


































      Dengan adanya kajian terhadap transaksi jual-beli yang dilakukan oleh 
Ahsana Property Syariah ini maka penulis memberikan sebuah pandangan dan 
saran bahwa transaksi jual-beli rumah syariah ini adalah bertujuan untuk 
mempermudah masing-masing pihak, maka dengan akad bai’ bit taqsith dan 
diawali dengan adanya al-Wa’d sangat bermanfaat dan perlu dikembangkan lebih 
luas. Selama dalam transaksinya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat 
maka akad jual-beli ini sangat dibutuhkan oleh orang banyak yang ingin memiliki 
rumah idaman dengan modal pas-pasan. 
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